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BAB III 

PENUTUP 

 

D. Kesimpulan 

Berdasarkan pemaparan hasil penelitian dan hasil pembahasan 

tersebut, penulis menarik suatu kesimpulan, sebagai jawaban dari rumusan 

masalah sebagai berikut: 

Implementasi penyidikan tindak pidana Narkotika oleh Penyidik 

Kepolisian dan Penyidik Badan Narkotika Nasional di wilayah Yogyakarta, 

sudah berjalan sesuai dengan ketentuan dalam KUHAP, Undang-Undang 

Narkotika, Undang-Undang Kepolisian serta Peraturan Kepala Kepolisian 

tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, namun jika melihat dari 

kewenangan antara Penyidik Kepolisian dan Penyidik BNN dalam melakukan 

penyidikan belum diatur secara jelas mengenai pembagian kewenangan 

antara kedua instansi tersebut dan pada saat ini dalam pelaksanaan penyidikan 

terdapat pembagian kewenangan antara penyidik kepolisian dengan penyidik 

BNN yang didasarkan hanya pada kebiasaan. Kebiasaan yang ada yaitu 

Penyidik Kepolisian menangani tindak pidana Narkotika yang kecil-kecil 

sedangkan Penyidik BNN menangani tindak pidana narkotika yang besar-

besar. 
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E. Saran 

Mengacu pada kesimpulan tersebut, maka penulis memberikan saran 

sebagai berikut: 

Perlu adanya revisi terhadap Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 

tentang Narkotika mengenai pengaturan lebih lanjut untuk memperjelas 

kualifikasi-kualifikasi pembagian kewenangan antara Penyidik Kepolisian 

dengan Penyidik BNN demi terciptanya kepastian hukum dan agar tidak  

mengakibatkan tumpang tindih kewenangan antara Kepolisian dan Badan 

Narkotika Nasional (BNN) dalam menangani tindak pidana Narkotika. 
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